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KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PADANG PARIAMARN,

Menimbang - a bahwa dalam rangka perubahan pelaksanaan perizinan berusaha atas
penyelenggaraan perizinan melalul Onfine Single Submission (OSS5) Risk
Based Approach JRBA) berbasis sistem informasi dan komunikasi, maka periu
menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Penzinan
Berusaha Secara Elektronik Terintegrasi melalui Online Single Submission
(0S5 pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian
Kabupaten Padang Pariaman,

b. bahwa tefah diterapkannya Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elekironik
pada penyelenggaraan perizinan dan non perizinan pada Dinas Penanaman
Modal Pefayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman;

c. bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, maka periuy
dilakukan penyesualan pelayanan perizinan dan non perizinan melalui aplikasi
Oniline Single Submission (085) RBA,

d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b dan huruf © di atas, maka
perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan
Berusaha Secara Elektronik Terintegrasi melalui Onfine Single Submission
fOSS Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian
Kabupaten Padang Pariaman.

Mengingat . 1. Undang-Undang Nomaor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom
Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25),

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daarah,
{Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2014 Momor 244, Tambahan
Lembaran MNegara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana lelah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Momor 58, Tambahan Lembaran Negara Republk Indonesia Nomor
S678),

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipla Kerja (Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 2020 Momor 245, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomor 6573},




Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

5. Peraturan Pemaerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Momor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegras: Secara Elektronik;

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Momor 05 Tahun 20271 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2027 Momor 15, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomaor §617 ;

8. Peraturan Menteri Dalam MNegeri MNomor 138 Tahun 2017 Tentang
Panyalenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

8, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia MNomor 14 Tahun 2021

tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesahatan;

10. Peraturan Bupali Padang Pariaman MNomor @ 04 Tahun 2017 tentang
Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Mon Perizinan kepada
Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang
Penanarman Modal;

1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tshun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko,

2. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor | 04 Tahun 2017 tentang
Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada
Perangkal Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang
Penanaman Modal,

MEMUTUSKAN

Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian
Nomor ;| 02/KEP/DPMPTP/2021 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan
Perizinan Berusaha Secara Elekironik Terintegrasi Melalui Online Single
Submission (OSS) Risk Based Approach (RBA) pada Dinas Penanaman Modal
Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman;

Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan Berusaha Secara
Elektronik Terintegrasi Melalui Online Single Submission (OS5) Risk Based
Approach (RBA) pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan
Perindustrian Kabupaten Padang Paraman sebagaimana tercantum dalam
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU dipergunakan sebagai acuan oleh petugas penyelenggara pelayanan
perizinan dan non perizinan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu
dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman dalam memberikan pelayanan
kepada masyarakat.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di . Padang
Pada Tanggal o 11 April 2022

Kepala Dinas Penanaman Madal
Pelayanan Terpadu dan Perindustrian
Kabu Padang Panaman,

)
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Tembusan iy
1. Sekratars Daerah Kabupaten Padang Paraman di Part Malinang,
2. Ingpekiur Kabupaten Padang Pariaman ¢ Pant Masntang.
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA SECARA ELEKTRONIK
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Penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, mempedomani Peraturan Pemerintah Momor 5
Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko. Online Single Submission (O535)
Risk Based Approach (RBA) merupakan adalah Perizinan Berusaha berbasis risko (Rendah, Menengah dan
Tinggi) yang diterbitkan cleh Lembaga 0SS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubemur, atau
Bupati'Wali Kota kepada Pelaku Usaha melaiui sistern elektronik yang terintegrasi guna mempermudah dan
mampercepat proses perizinan. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik/OSS digunakan dalam
pengurusan izin barusaha oleh pelaku usaha dengan karaktenstik berbentuk badan usaha maupun perorangan;
Usaha mikro, kecil, menengah maupun besar, Usaha perorangan/badan usaha baik yang baru maupun yang
sudah berdiri sebelum operasicnalisasi OSS. Perzinan dari pusat hingga ke daerah betul-betul terintegrasi
menjadi salu kesatuan. Perizinan menggunakan model registrasi yang lebih modermn, lebih cepat, dengan sistem
data yang terpadu dan terintegrasi, hal ftersebut tidak periu lagi melewati banyak rantal birokrasi.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah dimaksud Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik,
merupakan sistern yang dibuat pemerintah untuk mempermudah pelaku bisnis untuk mengurus perzinan
usahanya, dan diterbitkan melalui 0SS sesual pengelempokkan perizinan yang tanpa pemenuhan komitmen
dan dengan pemenuhan komitmen berdasarkan kewenangan Pemerintah Daerah

Sistern yang mengintegrasikan seluruh pelayanan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan
MenteriFimpinan Lembaga, Gubernur, atau BupatiVWalikota yang dilakukan melalul elektronik sehingga
meningkatkan Kemudahan Berusaha (ease of doing bussines). Pemernintah Kabupaten Padang Pariaman dalam
melaksanakan Reformasi Birokrasi terus berupaya dalam peningkatan kinerja dan reformasi pelayanan publik
Semua aspek pendayagunaan aparatur negara, baik kelembagaan, SDM Aparatur, hketatalaksanaan,
akuntabilitas dan pengawasan diarahkan kepada peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam hal inilah,
sangat penting unfuk meningkatkan dan mendekatkan peiayanan dan komunikasi pemerintah kepada
rakyat. Melalul penggunaan aplikasi pada Lembaga OSS meningkatkan kemudahan layanan bagi masyarakal.

Perizinan benrusaha berbasis risiko dikelompokkan dengan KBLI (Kiasifikasi Baku Lapangan Usaha
Indonesia) yang sesual dengan aktiffitas usaha yang dijalankan, Terhadap permohonan perizinan yang ada,
pelaku usaha dapat mengakses laman web. Permohonan pelaky usaha diverifikasi cleh Dinas Teknis terkait
yang membidangi berdaserkan hak akses turunan pada pertal 0SS yang tefah diberkan. Berdasarkan
kajian/pertimbangan teknis serta tinjauan lapangan apabila diperiukan maka surat penyampaian perimbangan
teknis dari Dinas teknis dibuat disampaikan kepada Kepala DPMPTP untuk dibuat persetujuan serifikat standar
atau persetujuan izin berdasarkan tingkat risiko KBLI. Pelaku usaha dapat mendownload persetujuan perizinan
pada akun pelaku usaha.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN
KABURATEN PADANG PARIAMAN,

L

_YUTIA I
NIF. 19830805 199003 1001




2 Undang-Undang MNomor 25 Tahun 2008 tentang
Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

3. Persturan Pemerntah MNomaor § Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Parizinan Berusaha Berbasis Risiko

4, Persturan Bupati Padang Pariaman Momor @ 04 Tahun
2017 tentang Pelimpahan Kewenangan di Eldlng
Perizinan dan MNon Perizinan kepada Perangkat Oaerah
yang Menyelenggarakan Urusan Pemernntahan Bidang

Nomor S0P O4/KEPDPMPTRI2022
Tanggal
n 11 April 2022
Kepala DPMPTP
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN Disahkan olah Padang Partaman
DINAS PEMANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN Q
. —
Drs. YUTIARDY RIVAIL Apt
IR 1 G305 169003 1 004
Nama SOP Palayanan Perizinan Berusaha Secara
Elqlrh‘mit Terintegrasi melalui Oniine
Single Submission (OS5) Risk Based
Approach (RBA), Jonis Pevizinan sesual
Peamernntah
Kabupatery Padarg Paramar,
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang MNomor 25 Tahun 2007 ftentang Pendidikan SMA, D3 dan 51
Penanaman Modal, Mengetahui dan memahami prosedur perizinan

Memdiki kemampuan pengolahan data
Memahami teknologi informasd
Mengatahui tugas dan fungs:

ol

Standard an Persetujuan izin yang diterbitkan oleh
Pemerntah Daerah

Penanaman Modal:
| Kotorkaltan Peralatan/Perlengkapan =
- Perzinan yang memerukan Persetujuan Sertifikat 1. Komputer + Printer

2. Jaringan Intemaet (OS3)

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Apabila proses pelayanan Perznan Berusaha tidak sesual
dengan Standar Operasional Prosedur inl maka proses
perizinan akan tertunda dan memperpanjang wakiu pelayanan
puumdan mengurangi tingkat kepuasan masyarakatl

3 mwmnuwmmmmﬂpwm
2. Meningkatkan pengatahuan dan ketrampilan SOM

1. Verifikasiinotifikasivalidasi atas pemenithan

2. Persetujuan atau penclakan,
3. Upload dekumen persslujuan pemenuhan komitrman
melalyi fitur webform yang tersedia.
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